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DPR dan Pemerintah Beri Keterangan atas Empat
Permohonan Uji Materi UU MD3

Jakarta, 11 April 2018 — Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Pengujian
UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), Rabu, (11/04), pukul
11.00 WIB, dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR. Pada sidang
Selasa (03/04) lalu, MK telah melayani tiga pemohon sekaligus dengan agenda yang sama.
Permohonan teregistrasi dengan nomor perkara 16/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Forum
Kajian Hukum dan Konstitusi. Permohonan dengan nomor perkara 17/PUU-XVI/2018
diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia. Sedangkan permohonan dengan nomor perkara
18/PUU-XVI/2018 diajukan oleh perorangan, yaitu Zico Leonard Simanjuntak dan Josua
Satria Collins. Adapun sidang Selasa (03/04) ditunda oleh karena permintaan DPR dan

Pemerintah.

Pada sidang Rabu (04/04) lalu, MK juga menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap
permohonan uji materi UU MD3 dengan nomor perkara 21/PUU-XVI/2018 yang diajukan
oleh seorang mahasiswa pascasarjana, Agus Mulyono Herlambang. Pada sidang Perbaikan
Permohonan tersebut, Pemohon mengungkapkan bahwa DPR merupakan penyambung
lidah rakyat yang seharusnya memastikan agar pemerintah benar-benar berpihak kepada
rakyat.

Pemohon beranggapan bahwa upaya pemanggilan paksa yang diatur dalam amandemen
UU MD3 telah membungkam rakyat. Pemohon melihat upaya pemanggilan paksa tersebut
malah membuat rakyat takut. Hal tersebut mendasari pemohon untuk berpendapat bahwa

upaya tersebut melawan prinsip kedaulatan rakyat.

Permohonan Pemohon akan disidangkan bersama tiga permohonan yang lain pada hari ini,

Rabu (11/04) dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi
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